
  

 

WALIKOTA YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR   8  TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

  
 Menimbang :    a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka penyelenggaraan 

perizinan gangguan di Daerah termasuk pemungutan 

retribusi izin gangguan dihapus; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu;   

Mengingat :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad 

Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambahkan 

terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450; 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 



  

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 859); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5048); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011  

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

DAN 

WALIKOTA YOGYAKARTA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.   

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta 

Tahun 2012 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 



  

1. Ketentuan angka 8 dan angka 12 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta dan perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.. 

3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 

daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 

berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau 

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus. 

7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB 

adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau 

memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

8. Dihapus. 

9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 



  

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi 

IMB adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau 

badan. 

12. Dihapus. 

13. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi perizinan tertentu. 

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih 

besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga atau denda. 

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 

professional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

retribusi daerah. 

20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya. 



  

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah Perizinan Tertentu ini yaitu Retribusi 

IMB. 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi IMB 

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya 

penyelenggaraan pemberian izin. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. penerbitan dokumen izin; 

b. pengawasan di lapangan; 

c. penegakan hukum; 

d. penatausahaan; dan 

e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

 

4. BAB VI dihapus. 

 

5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22A 

(1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pemohon belum 

membayar Retribusi maka IMB dibatalkan. 

(2) Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan IMB pada saat proses 

pembangunan berjalan, dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh per 

seratus) dari besarnya Retribusi yang  harus dibayar. 

(3) Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan IMB setelah bangunan 

selesai dikerjakan, dikenakan denda sebesar 100 % (seratus per seratus) 

dari besarnya Retribusi  yang  harus dibayar.  

 

6. BAB XII dihapus. 

 

7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana 



  

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang 

bayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 

negara. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.  

   

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal  20 Agustus 2018     

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

  

                  ttd 

 

 HARYADI SUYUTI 

      

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal  20 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

  

                            ttd 

 

TITIK SULASTRI 

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN  2018 NOMOR  8 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA ( 8, 20 /2018 ). 

 

 



  

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR  8  TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  

TENTANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

I. UMUM. 

Bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin 

iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum dan melindungi kepentingan 

umum. 

Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menindaklanjuti dari Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 

Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan untuk mendukung 

iklim invesatsi dan menjamin kepastian hukum maka Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu 

disempurnakan; 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

      Pasal 1 

    Cukup jelas. 

      Pasal 2 

          Cukup jelas. 

      Pasal 4 

          Cukup jelas. 

      Pasal 22 A 

          Cukup jelas. 

      Pasal 37 

          Cukup jelas. 

Pasal II 

      Cukup Jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR  8 


